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KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR : 8/SDM.03.1/7301/ 2022

TENTANG

PENUNJUKAN OPERATOR SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
(SPIP) LINGKUP SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR,

Menimbang

Mengingat

a. bahwa dalam rangka mewujudkan pengelolaan

keuangan yang efektif, efisien, transparan, dan
akuntabel, pengamanan aset Negara, dan Kketaatan
terhadap peraturan perundang-undangan atas
penyelenggaraan kegiatan pemerintahan pada Kantor
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar,
dipandang perlu menunjuk/menetapkan Pejabat yang
diberikan kewenangan untuk mengelola Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);

bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kepulauan Selayar
tentang Penunjukan Operator Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah (SPIP) Lingkup Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun
2022.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
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Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang
Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 6);

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang
Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri
Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4450);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4890);

Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 6718);

Peraturan Kepala Badan Pengawas Keuangan
Pembangunan Nomor Per-1326/K/LB/2009 tentang
Pedoman Teknis Penyelenggaraan SPIP;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun
2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal
Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan
Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten/Kota;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun
2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,
Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten/ Kota sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4

Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas
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Memperhatikan :
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1.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun
2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,
Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun
2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan
Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan
Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi,
Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 1236).

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia
Nomor 443/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Pedoman
Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern

Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum
Republik Indonesia tanggal 20 Oktober 2017 Nomor
1406/PW.01-SD/08/SJ/X /2017, perihal
Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah (SPIP) serta Pengisian dan Pelaporan Kartu
Kendali untuk KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP
Kabupaten /Kota;

Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
(DIPA) Tahun Anggaran 2022 Nomor SP DIPA-
076.01.2.659140/2022 tanggal 17 November 2021;
Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum
Republik Indonesia Nomor 7/KU.05/02/2022 tentang
Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran/ Barang
dan/atau Pelaksana Tugas (Plt) Kuasa Pengguna
Anggaran/Barang pada Komisi Pemilihan Umum

Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
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Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

i

MEMUTUSKAN :
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TENTANG
PENUNJUKAN OPERATOR SISTEM PENGENDALIAN
INTERN PEMERINTAH (SPIP) LINGKUP SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN
SELAYAR TAHUN 2022.

Menetapkan saudara:

Nama : MULYATI

NIP. : 19780529 201212 2 001
Pangkat/Gol.Ruang : Pengatur (II/c)

Jabatan : Staf Pelaksana Sub. Bagian Hukum

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Kepulauan Selayar
sebagai Operator Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

(SPIP) Lingkup Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022.

Tugas dan Tanggungjawab Operator SPIP, yakni:

1. Menyusun dan Mengelola Kartu Kendali dari Kartu
Kendali I-A sampai dengan I-I.

2. Menyusun dan membuat laporan SPIP secara Triwulan,
Semester dan Tahunan dalam bentuk surat dan
melaporkan perkembangan SPIP di lingkungan KPU
Kabupaten Kepulauan Selayar.

3. Melaporkan hasil pekerjaannya kepada Atasan
Langsung.

Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan

untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa

tanggungjawab.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Benteng
Pada tanggal 14 Januari 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR,

KOMISI PEMIIITAN UMUM
KEPULAUAN ST1AYAR .

ASMAR SUGIANTO
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